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Assalamualaik:um Warahmatullahi Wabctrakatuh. 

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Sauda.ra-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

Provin11i Rumatera P.arat, Ketua P0ngadilan Tinggi Sumatera 

Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat; 

Yth. Saudaro Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Earat, 

Pimpinan BUMN/EUMD, Kepala Instan:si Vertikal dan Lembaga 

Provin.~i Stlmat.era Ba.rat; 
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Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten. Kepala SKPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan 

hadirin yang berbahagia. 

Puji syukur marilah selalu k;.ta sampaikan kehadirat Allah 

Subhanahu Wata'ala, karena bcrkat limpahan rahmat dan karuniaNya 

kita dapat menghadiri rapat paripuma daiam rangka pcnyarnp&ian 

Nota Penje!asan mengenej 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah 

tentang: 

1. Pcnyelenggaraan Pelayanan Pub!ik. 

2. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Ja!an. 

3. 'l"anggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 

Se!anjutnya salawat dan salarn kita persembahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalarn, 

Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad. 

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewa.n yang terhormat, 

serta hadirin yang berbahagia. 

Dalam rapat paripurna ha..l'i ini, karni akan menyampaikan 

penjelasan serta Jatar belakang penyusunan dan pengajuan ke 3 (tiga) 

Rancangan Peraturan Da.erah yang dikemukakan di atas, sebagai 

berikut: 

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu 

pen.vujudan da.ri fungsi aparatur ncgara sebagai abdi masyarakat, 

disarnping sebagai abdi negara. 
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Pada era globalisasi saat ini, aparatur negara dituntut harus 

mampu menjadi pelayan yang baik, cepat dan tepat agar dapat 

memuaskan masyarakat yang dilayani. Perubahan ini akan selalu 

diikuti dengan pergeseran ni!Ai yang perlu d.isikapi secara baik 

melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

dan berkesina.mbungan. 

Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dalam 

penyelenggaraa.n tata kelola pemerintahan adalah terciptanya 

kepuasan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. Pelayanan t;n.J.blik adalal1 kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan penmdang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa de.n/ a tau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik, dan pemerintahjpemeri:1tah daera~ wajib 

menyediakan saranajprasarana sebagai penunjang terhadap 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 

Reformasi di bidang pelayanan publik menjadi titik strategis 

untuk membangun suatu tatanan pemerintahan yang baik, l~ena 

melalui reformasi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah 

daerah akan oerdampak luas pada pelaksanaan tugas - tugas 

pemerintah daerah lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik 

dapM m~njf:ldi loknmotif riAlam upaya pe.rubahan menuju 

pemerintahan yang baik untuk terc:iptanya pelayanan prima. 

Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah daerah agar 

penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan 

publik di daerah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh 

masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-

' 
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"Jndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 

daerah selalu berupaya mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan yang ak~n membawa implikasi terhadap 

kepuasan masyarakat. Untuk mendorong terciptanya suatu 

pt:!ayanan publik yang berstandar dar. terukur, perlu adanya 

regulasi sebagai pedoman bagi SKPD junit kerja pelayanan, serta 

dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga 

tercipta pelayanan yang cepat, tepat, murah dan transparan yang 

diberikan oleh SKPD /unit kerja penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan ho.l-hal yang dikemukakan di atas, maka kami 

mengajukan l~ancangan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan 

Pelayanan PL1blik, dengan tujuan sebagai berikut : 

a. mewujudJ<an kepastian Lent.ang hak, tanggung ;awab, 

kewajiban, dan kewenangan pihak yang terkait dengan 

pcnyelt:nggaraan pelayanan publik; 

b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 

baik sesuai dengan asas-asas urnum penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik; 

c. terpenuhinya hak-hak masyarakat dnlam memperoleh 

pelayanan publik; dan 

d. mewujudkan pa.rtisipasi dan ketaatan masyarakat da.Jam 

rneningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kami 

<.Jukan dan telah dilengkapi dengan Naskah Akudemik, terdiri dari 
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V BAB dan 36 Pasal dengan substansijtnateri pengaturan, sebagai 

berikut: 

BAB I : KETENTUAN UMUM 

BAB II 

BAB Ill 

BABIV 

BABV 

: PENYELENGGARA DAN PELAKSANA 

: PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 

: HAK, KEWAJIBAN DAN PERAI~SERTA MASYARAKAT 

: KETENTUAN PENUTUP 

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan dan 

Penggunaan Bagian Jalan. 

Berdasarkan ketl!ntuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang 

Dasar 1945 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas umum yang layak bagi. kehidupan rilasyarakat, dan salah 

satu fasilitas umum yang diamanatkan untuk disediakan tersebut 

adalah jalan. 

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang 

merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan 

penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam kerangka tcrsebut, jalan mempunyai peranan 

untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan 

pcmbangunan dan hasil- hasilnya, p~::rtumbuhan ekonomi dan 

perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat. Melalui peran penting 

jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan 

pada hakikat.r.ya dimaksudkan untuk rr.ewujudkan perkembangan 

antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan 

(road infrastructures for al~. 

Dalam pemanfaatan fungsi jalan provinsi di Sutnatera Barat , 

banyak pemanfaa.t8l1 dan penggunaan jalan yang tidak tertib, 

mengakibatkan penggunaan jalan kurang optimal serta dapat 
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menimbulkan kerusakan J&lan, bahkan dapat menimbulkan 

kemacetan lalu lintas, seperti adanya pasar tumpah, penumpukan 

bahan bangunan di jalan , parkir liar di pinggir jalan, bangunan liar, 

galian-galian, pel'l'lbuatan akses jalan masuk liar dan pemasangan 

baliho yang tidal~ pada tempatnya yang dapat mengganggu 

pemandangan penggunajala.n. 

Uleh karena itu pemenntah daerah perlu merumuskan dan 

menerbitkan kebijakan, sehingga penyelenggaraan jalan pada 

umumnya serta pemanlaatan dan penggunaan bag1an Jalan pada 

khususnya dapat diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor ~J4 Tallun :..!UUb tentang Jalan dan sesua1 

dengan kewenangan pemerintah daera.h provinsi yang diatur dalam 

unaang-Undang Nomor :..!;;! 'J'ahun :..!U14 tentang J-'emermta11an 

Daerah. Di dalam ketentuan Undang-Undang dimaksud 

J<ewenangan .1-'rovmsi dalam pemantaatan aan penggunaan oag1an 

jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan 

pengawasan JSlan provmst. 

l:leraasarl<an paa.a hal -hal yang dikemukakan 01 atas , kam1 

mengajuka.n Rancangan Peraturan Daerah tema.ng Pemanfaatan dan 

l:-'enggunaan l:lag1an Jalan aengan tujuan sebagai berlkl.lt: 

a. pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, 

kenyamanan, kelancaran penggu.na JB.lan atau pengenaara, aan 

eMetika l.ingkungan, serta menjamin kondhi dan keamanan 

J<onstrul<sl JB.lan; 

b. memberikan kepastian hulmm terhadap pemberian izin, 

rel<omenaas1 dan dlspensast aalam pemantaatan aan 

penggunaan bagia.n jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

Knas aaera11; aan 
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c. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan jalan 

sehingga fungsijalan untuk kepentingan umum tidak terganggu. 

Selanjutnya Rancangan Pcraturan Daerah tentang 

PemAnfAAt.An rlAn Penggunaan BagiAn ,Jalan, yang telah dilengkapi 

dengan Naskah Akademik, terdiri dari XI BAB dan 65 Pasal, dengan 

subst.ansijmateri pengaturan sehagai berikut.: 

BAB I : KETENTUAN UMUM 

BAB li : BAGIAN DAN FUNGSJ JALAN 

BAB Ill : PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

BAB IV : IZJN, REKOMENDASI, DISPENSASI PEMANFAATAN DAN 

PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

BAB V : HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB VJI : PERANSERTA MASYAl~AKAT 

BAB VIII : PEMBIA Y AAN 

BAB IX : KETENTUAN PENY!D!KAN 

BAB X : KETENTUAN PIDANA 

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP 

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan. 

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah 

pembang'unan di bidang ekonomi, dan pembangunan bidang 

ekonomi dimaksud membutuhkan partisipasi semua pihak. 
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Salah satu aktor utam.a dalam pembangunan ekonomi adalah 

dunia usaha, dimana dunia usaha yang berbentuk p.erseroan 

dituntut berperan aktif dala.m memajukan masyarakat. Oleh karena 

itu, perseroan harus memberikan layanan yang cepat, kepastian 

hukum serta tuntutan dalam pengembangan dunia usaha yang 

sesuai dengan prinsip pengelolaan pemsahaa.n. yang baik (Good 

Corporate Goveman.ce) .. dan prinsip tersebut diatur dalam Undang­

Undang Nomor 40 Tahun :1007 ten tang Perseroa.n Terbatas. 

Dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, memuat ketentuan bahwa 

perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang drm/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang 

bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 

guna meni11gkatka11 kualitas kehid•.lpan dan lingkungan yang 

bermanfaat bagi komunitas set.empat dan masyarakat pada 

umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya 

hubungan perseroan ya11g serasi, seimbang dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat. 

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial 

dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan 

kepatutan dan· kewajaran. 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga diatur 

kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan 

tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. 

Kesadaran tente..ng pentingnya tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan ini menjadi tren global seiring dengan 
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eemakin meningkatnya kepedulian mengutamakan pemangku 

kepentingan. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini 

merupakan wujud penerapan prinsip Good Corporate Governance, 

dan hal ini juga dilakuknn dalam rangka mendukung Millenium 

Development Goals ( MDG's). 

Selanjutnya tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan bermanfaat pula untuk mewujudkan akuntabilitas 

publik, membangun dan memperkokoh pencitraan kepercayaan, 

keamanan sosial, memperkuat invests:l.si dan keberlal'\iutan 

perusahaan. Bagi masyarakat, tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan bermanfaat. untuk perlindungan dan 

kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, 

kenyamanan lin.gkunga.n hidup serta. men.gmangi kesenjangan dan 

keterpencilan. Bagi pemerintah/ pemerintah daerah, pelaksanaan 

tBnggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat 

untuk menumbuhkan komitmcn bersama dan sinkronisasi 

program-program pemerint.ahjpemerintah daerah dengan dunia 

usaha agar dapat terlal<sana secara sistematis dan 

berkesinamb1mgan dAiam rAngkA percepat·An pembangunan 

daerah. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukal<a:1 di atas, maka kami 

rnengajukHn Rancangan PerAt·urat1 Daerah tent.ang Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungnn Pcrttsahaan, dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi 

perusAhaan dalam pelaksanAan Tanggung ,Jawah Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; 
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2. Terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan 

kerja.sama. pembangunan antara Pemerintah Daerah bersama 

dengan Perusahaatt, dan ; 

3. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan dalam suatu koordinasi sesuai dengan 

peraturan perunci.a.ng-undangan. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan yang telah dilengkapi dengan Naskah 

Akademik terdiri dari XII BAB dan 32 Pasal dengan 

subst:ansijrnateri pengaturan sebagai berikut: 

BAB I KETENTUAN UMUM. 

BAB II 

BAS Ill 

BABIV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

BABIX 

BAB X 

BAB XI 

BAB XII 

• • 

PERUSAHAAN PELAKSANA TANGGUNG 
JA WAB SO SIAL DAN LINGKUNGAN 
PERUSAHAAN. 

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN 
LINGKUNGAN PltRUSAHAAN. 

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL D.'\N 
LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENG 
GARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB 
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. 

PENGHARGAAN. 

PELAPORAN. 

PEMBIAYAAN. 

PERANSERTA MASYARAKAT. 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI. 

KETENTUAN PERALIHAN. 

KETENTUAN PENUTUP. 
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Sauda.ra Ketua, Wakll Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, 

serta hadirin yang berbahagia. 

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan lerima kasih 

kepada pimpinan dan p~:.ra anggota Dewan yang terhormat, atas 

kesempatan yo.ng diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan 

Gubernur terhadap 3 (tig&.) Rcmcangan Peraturan Daerah ?rovinsi 

Sumatera Barat dimaksud. 

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan sa!ing pengertian dan 

kerjasama yang balk pembahasan ke 3 (tiga) Rancangan Peratu:an 

daerah tersebut ini akan dapat kita selesaikan den5an baik serta tepat 

waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Amin Yarabbal'alamin. 

Sekian dan terima kasih. 

Wabillahi Taufik Walhidayah 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 


